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ABSTRAK 
ZAHRA ADYA RACHMAN, Nomor Pokok E 121 08 290, Program Studi 
Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan 
judul: “Analisis Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju”, di bawah bimbingan Dr. H. A. 
Samsu Alam, M.Si dan Drs. A. Muh. Rusli, M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang proses 
pelayanan publik dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu 
Tanda Penduduk. Serta untuk mengetahui faktor – faktor yang 
mempengaruhi pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan subyek penelitian adalah Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. Informan yang dipilih adalah yang 
mempunyai relevansi yang dibutuhkan penelitian yang terdiri dari Kepala 
Dinas, Sekretaris,  Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Kepala Bidang 
Kependudukan, Kepala Bidang Informasi Administrasi dan Data 
Kependudukan, serta Masyarakat sebagai responden. Tekhnik 
pengumpulan data menggunakan observasi dan interview atau 
wawancara. Data dianalisis secara kualitatif deskriftif yang didukung oleh 
data primer dan sekunder. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilakukan 
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju 
dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu  Tanda Penduduk 
secara umum belum maksimal sehingga masih perlu di optimalkan. 
Secara keseluruhan dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek observasi penelitian 
yang meliputi; Pelayanan administrasi kependudukan, Mekanisme dan 
prosedur pelayanan, serta Manajemen pelayanan. Adapun faktor – faktor 
yang mempengaruhi pelayanan publik khususnya pelayanan Kartu 
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Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju yaitu faktor pendukung antara lain; 
tersedianya anggaran yang memadai, Adanya komitmen pemerintah 
(Pemda) yang kuat dalam mendukung terlaksananya pelayanan yang 
baik, adanya Sumber Daya Manusia yang memadai, dan Kebijakan 
peraturan daerah sebagai acuan pelayanan publik. Faktor penghambat 
antara lain; Kurangnya sarana dan prasarana, Adanya kebiasaan 
masyarakat yang menggandakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda 
Penduduk, penggunaan calo serta pungutan liar, dan lain – lain (Faktor 
budaya), Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki 
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dan Kurangnya kedisiplinan 
pegawai (Aparat). 
Kata Kunci :Pelayanan, Faktor Yang Berpengaruh.  
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BSTRACT 
ZAHRA ADYA RACHMAN, Staple Number E 121 08 290 S, study 
Program Of the Department Of Political Science, Faculty of Social 
Sciences and Political Sciences University of Hasanuddin, composing a 
thesis with the title: "Analysis of the Public Service in the Office of 
Population and Civil Registration Mamuju Regency", under the 
guidance of Dr. h. a. Samsu nature, M.Si and Drs. a. Thebecker.com. 
Rusli, M.Si. 
This study aims to provide an overview of the process of public service in 
the service of making the Family Card and Identity Card . And to 
investigate the factors that affect public services are carried out by the 
Office of Population and Civil Registration  Mamuju Regency. 
The approach used in this study is a qualitative approach to the subject of 
research is the Department of Population and Civil Registration Mamuju 
Regency. The informant is selected that has the required relevance of 
research consists of a Head of Department, Secretary, Head of Civil 
Registry, Head of Population, The Head of Administration Information and 
Data on Population, as well as the community as a respondent. Data 
collection techniques used observation and interview or interviews . Data 
were analyzed qualitatively descriptive supported by primary and 
secondary data . 
The results showed that the public service is carried out by the Office of 
population and civil registration Mamuju Regency in the service of making 
a card family and Resident Card in General hasn't been fullest so that still 
need to optimize. As a whole can be seen from 3 (three) aspects of 
observational studies that include; Ministry of population administration, 
mechanisms and procedures of the Ministry, as well as Management 
Services. As for factors that affect public services especially family card 
and card services Sign residents at the offices of the Department of 
population and civil registration Mamuju Regency is supporting, among 
xiv 
 
 
 
 
 
 
other factors; the availability of an adequate budget, The commitment of 
the Government (local government) in support of the implementation of the 
good service, the existence of adequate human resources, policy and 
regulation of the area as a public service. Factors restricting, among 
others; Lack of facilities and infrastructure, the existence of a duplicate 
Card community habits of family and Population, the use of Sign Card 
brokers as well as wild, levy and others – other (cultural factors), lack of 
public awareness about the importance of having a family card and Sign 
Card of residents, and lack of employee discipline (Apparatus). 
 
Keywords : Service , Influential Factors. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
 
Pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara yang wajib 
dipenuhi karenanya negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah 
pelayanan guna memenuhi hak-hak dasar warganya yang dijamin oleh 
konstitusi dalam hal ini UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 
pada Bab 1, Pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa :  
Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara 
adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan 
pelayanan public, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata 
untuk kegiatan pelayanan publik. 
Pemberian pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat 
adalah merupakan perwujudan peranan birokrasi sebagai dinamisator 
tugas-tugas dan juga mengarahkan pelayanan masyarakat dengan penuh 
pengabdian, memperbaiki tata pelaksanaan pelayanan masyarakat secara 
lebih tertib dan teratur. 
Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan 
otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah untuk hanya terfokus pada 
usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-
masing. Penerjemahan seperti ini ternyata belum cukup efisien dalam 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Pelayanan publik merupakan satu hal yang erat kaitannya dengan 
pemekaran daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat salah 
satunya melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan publik. Dari sini 
jelas bahwa pembangunan fasilitas publik di satu sisi seyogyanya 
dibarengi oleh peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan itu sendiri 
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sehingga dapat secara optimal dapat mendorong peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di daerah. 
Tugas pemerintah dalam pembangunan nasional banyak tergantung pada 
kerja dan kemampuan pegawai negeri sipil. Dari penjelasan tersebut 
dapat dilihat bahwa kedudukan dan peranan aparatur pemerintah sangat 
penting dan menentukan keberhasilan pembangunan nasional. 
Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga 
dan profesi yang semakin penting. Ia tidak lagi merupakan aktivitas 
sambilan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, 
sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang pada masa lalu. 
Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik menjamin keberlangsungan 
administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan 
dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan 
publik. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip 
profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, 
integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. 
Realitas pelayanan publik antara lain tergambar dari proses yang lama, 
berbelit-belit, berbiaya mahal, pelayanan seadanya, tidak profesional, 
serta proses penyelesaian  pelayanan yang lama cenderung merugikan 
masyarakat.  
Tugas pemerintah tidak hanya mengatur saja, akan tetapi juga 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pelayanan selama ini 
belum mendapat perhatian dari para aparat birokrasi sebab fungsi 
mengaturnya lebih dominan dibandingkan porsi pelayanannya. Aparat 
birokrasi merasa ada dalam posisi penguasa yang lebih menempatkan diri 
sebagai pengarah daripada pamong, oleh karena itu timbul 
kecenderungan untuk melihat warga masyarakat sebagai objek pasif 
dalam pelayanan publik . 
Menurut Ryaas Rasyid (1997) bahwa jika kita percaya pemerintahan 
dibentuk untuk menjaga suatu sistem ketertiban, dan bahwa pemerintah 
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bertanggung jawab memberi pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk 
melayani dirinya sendiri, maka kita akan mudah menerima asumsi bahwa 
pemerintahan yang  baik adalah yang dekat kepada masyarakat. 
Asumsinya, jika pemerintahan berada dalam jangkauan masyarakat maka 
pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, hemat, murah, responsif, 
akomodatif, inovatif, dan produktif. 
Kondisi pelayanan publik di Indonesia masih diwarnai oleh prosedur yang 
berbelit-belit, akses yang sulit, biaya yang tidak transparan, waktu 
penyelesaian yang tidak jelas dan banyaknya praktek pungutan liar serta 
suap yang tidak jelas. Sama halnya pelayanan publik dikantor 
pemerintahan di Indonesia masih terbilang buruk, dalam kualitas 
pelayanan publiknya. 
S.P. Siangian (1996 : 39), mengatakan bahwa untuk memahami beberapa 
masalah yang sering menjadi keluhan publik terkait pelayanan birokrasi 
pemerintahan oleh aparat, diantaranya dapat disebutkan: 
1. Memperlambat proses penyelesaian pemberian izin; 
2. Mencari berbagai dalih, seperti kekurang lengkapan dokumen 
pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalih lain yang 
sejenis; 
3. Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain; 
4. Sulit dihubungi; 
5. Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata 
“sedang diperoses”. 
Masyarakat sudah sepatutnya menyadari bahwa pelayanan publik selama 
ini sudah menjadi masalah yang harus diperhatikan. Masyarakat amat sulit 
untuk memahami pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi 
pelayanan publik. Masyarakat sebagai pengguna jasa sering dihadapkan 
pada begitu banyaknya ketidakpastian ketika mereka berurusan dengan  
birokrasi khususnya birokrasi pelayanan publik. Sebagian besar 
masyarakat sulit memperkirakan kapan pastinya penyelesaian segala 
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urusan pelayanan bisa diperolehnya. Begitu pula dengan seberapa besar 
dana yang perlu disiapkan dalam pengurusan-pengurusan yang berkaitan 
dengan pelayanan birokrasi. Baik harga maupun waktu seringkali tidak 
sesuai dengan keinginan masyarakat. Adanya ketidakpastian tersebut 
menyebabkan masyarakat menjadi malas atau enggan untuk melakukan 
pengurusan terkait pencatatan sipil sehingga masih banyak masyarakat 
yang belum memiliki seperti, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan 
Akta Kelahiran, yang merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. 
Pelayanan publik sudah merupakan hak setiap warga negara yang wajib 
dipenuhi karenanya negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah 
pelayanan guna memenuhi hak-hak dasar warganya sesuai Undang-
Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 
Tugas pemerintah dalam pembangunan nasional banyak tergantung pada 
kerja dan kemampuan pegawai negeri. Dari penjelasan tersebut dapat 
dilihat bahwa kedudukan dan peranan aparatur pemerintah sangat penting  
dan menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Dalam  konteks 
negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang 
semakin penting, tidak  lagi merupakan aktivitas sampingan tanpa adanya 
payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana 
terjadi dibanyak negara berkembang pada masa lalu. Sebagai sebuah 
lembaga, pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi 
negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan 
pengelolaan sumber daya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik 
(masyarakat). 
Pelayanan yang diberikan pemerintah ditafsirkan sebagai kewajiban 
bukan hak malainkan karena mereka diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani masyarakat.Oleh karena itu harus dibangun komitmen yang kuat 
untuk melayani sehingga pelayanan akan dapat menjadi responsive 
terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat dirancang model yang lebih 
kreatif, serta lebih efisien. Pemerintahan milik masyarakat akan tercipta 
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jika aparatnya dapat mendefinisikan ulang tugas dan fungsi mereka. Patut 
diduga bahwa banyak aparat yang tidak memahami pasti atau setidaknya 
tidak mengerti filosofi pelayanan yang akan diberikannya sehingga 
pelayanan publik yang dimimpi-mimpikan oleh mayarakat jauh dari 
kenyataan yang mereka alami. 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, 
dijelaska bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah 
pelayanan guna memenuhi hak-hak dasar warganya. Dalam hal ini urusan 
wajib tersebut tidak lepas dari urusan yang wajib dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Mamuju khususnya pada unsur aparat di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju. Berdasarakan 
kewenangan aparat pemerintah daerah tersebut, maka aparat 
pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus 
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang telah 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dari berbagai 
isu yang muncul, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat 
belum dapat memenuhi harapan semua pihak, terutama kalangan 
masyarakat. 
Berangkat dari pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis terkait 
penelitian yang akan dilakukan ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan 
pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju belum maksimal dan 
masih perlu ditingkatkan pelayanannya guna merealisasikan peraturan 
daerah kabupaten mamuju nomor 7 tahun 2010 tentang penyelenggaraan 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan  administrasi 
kependudukan yang dimaksud terdiri atas pelayanan Kartu Keluarga dan 
Kartu Tanda Penduduk. Dari fakta sementara yang lain yakni informasi 
yang diperoleh baik melalui keterangan masyarakat setempat maupun 
media seperti koran membuktikan bahwa masih banyak masalah-masalah 
yang terdapat dalam pelaksanaan layanan public yang ada di kantor dinas 
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kependudukan dan pencatatan sipil ini. Salah satunya ialah masih 
maraknya calo pengurusan KK dan KTP, pelayanan pegawai yang lelet. 
Selain hal tersebut, hal utama yang tak kalah menariknya terkait masalah 
banyaknya masyarakat yang memiliki KK dan KTP lebih dari satu atau 
ganda  yang sudah jelas tidak sesuai dengan peraturan yang ada. 
Disamping itu juga, masih ada masyarakat yang belum memahami 
tentang pentingnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) .Sedangkan 
sebagamana telah diketahui bersama bahwa kepemilikan kartu tanda 
penduduk merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk yang 
telah memenuhi syarat. 
Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 
penulis berkeinginan untuk melakukankan penelitian dan penulisan skripsi 
dengan judul ”Analisis Pelayanan Publik di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju”. Adapun jenis 
pelayanan yang akan diteliti yakni pada pelayanan pembuatan Kartu 
Keluarga dan Kartu tanda penduduk. 
1.2. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan atas apa yang telah di uraikan pada bagian sebelumnya, 
maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian kali ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda 
Penduduk di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Mamuju ? 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelayanan Kartu 
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Mamuju? 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti tersebut seperti yang 
telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda 
Penduduk di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Mamuju. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 
memberikan pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di 
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju. 
1.3.2. Manfaat Penelitian 
Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapakan memberi 
manfaat sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan 
suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi 
sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melangkapi kajian-kajian yang 
mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 
menyangkut masalah kualitas pelayanan publik. 
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu 
dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju 
dalam melakukan usaha dalam meningkatkan pelayanan publik di 
berbagai bidang, khususnya pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda 
Penduduk di Kabupaten Mamuju. 
 
1.4. Kerangka Konseptual  
 
Pencatatan sipil merupakan pencatatan peristiwa penting  seperti kejadian 
yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, 
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, 
pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan kewarganegaraan. 
Maka di keluarkanlah perda mengenai penyelenggaraan administrasi 
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kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Mamuju yaitu Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2010.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggambarkan skema 
kerangka konseptual. Menurut Sekaran (Sugiono, 2005 : 65), Kerangka 
Pemikiran adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 
masalah penting. Kerangka Pemikiran menjelaskan secara teoritis  
pertautan antara variabel-variabel yang akan diteliti. 
Adapun gambaran dari penyelenggaraan peraturan daerah mengenai 
penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil khusunya 
pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran di Kabupaten 
Mamuju, dapat dilihat pada bagan berikut : 
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Gambar 1.1 Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Metode Penelitian 
        1.5.1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dipergunakan adalah kualitatif.  Pendekatan kualitatif 
merupakan suatu penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku 
Factor_faktor yang 
mempengaruhi :   
 Faktor 
Pendukung 
antara lain; 
Anggaran, 
Komitmen 
pemerin, SDM, 
dan Kebijakan 
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju 
Nomor 7 Tahun 2010 tentang                                                          
Penyelenggaraan Administrasi 
Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kab. Mamuju meliputi : 
Pelayanan Publik 
yang berkualitas 
di Kabupaten 
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orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan 
mendalam dalam bentuk narasi.  
 
 1.5.2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di daerah Kabupaten Mamuju, Provinsi 
Sulawesi Barat. Penentuan lokasi ini didasarkan pada judul penelitian 
yakni di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Mamuju. 
 
1.5.3. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Mamuju. Pemilihan Dinas Capil sebagai subyek penelitian 
berdasarkan judul penelitian dan juga Dinas Capil sebagai instansi teknis 
daerah yang bertugas dalam proses penyelenggaraan administrasi 
kependudukan. 
 
 
 
 1.5.4. Dasar dan Bentuk Penelitian  
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif 
yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana proses pelayanan publik 
khususnya pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di 
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju. 
 
Ada pun bentuk penelitian adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian 
yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui 
wawancara dengan informan dalam rangka mengetahui efektivitas dan 
efisiensi suatu peraturan/hukum/kondisi  tertentu atau melakukan kajian 
terhadap norma hukum tidak tertulis.  
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1.5.5. Informan 
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan 
informan. Informan yang dipilih adalah orang yang dianggap mempunyai 
kedudukan yang relevan dengan data yang dibutuhkan di wilayah 
penelitian. Peneliti memilih informan sebagai unit analisis yang 
berdasarkan kebutuhan data dan informasi, serta yakin bahwa unit 
analisis tersebut representatif.   
 
Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:  
1. Kepala Dinas                                                                 1 Orang  
2. Sekretaris                                                                      1 Orang 
3. Kepala Bagian Pencatatan Sipil                                    1 Orang 
4. Kepala Bagian Kependudukan                                      1 Orang 
5. Kpl. bagian Informasi Adm. dan Data Kependudukan 1 Orang 
Jumlah                                                                           5 Orang 
Adapun masyarakat sebagai responden yang berjumlah 15 orang, dengan 
metode pemilihan menggunakan cara purposive sampling atau pemilihan 
secara sengaja dengan pertimbangan responden adalah aktor atau 
pengguna lahan, dalam hal ini masyarakat yang membuat KK dan KTP. 
Wawancara dilakukan untuk memperoleh pandangan atau tanggapan 
yang dinilai penting untuk melihat sejauh mana pelayanan publik yang 
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten 
Mamuju sudah sesuai dengan aturan atau tidak menyangkut judul 
penelitian ini .  
Responden yang dimaksud adalah responden yang terlibat langsung atau 
responden yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti 
permasalahan atau setidaknya paham terkait dengan pelayanan KK dan 
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KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Mamuju. Pemilihan responden diperoleh dengan melakukan 
kegiatan wawancara (interview) yang dilakukan terhadap 15 orang 
penduduk yang tinggal di Kecamatan Simboro, Kecamatan Kalukku, dan 
Kecamatan Topoyo. 
 
1.5.6. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh melalui dua sumber,yaitu: 
a. Data Primer 
Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memaknai teknik 
pengumpulan data berupa interview (wawancara), serta melakukan 
observasi (pengamatan  langsung di lapangan). 
b. Data sekunder 
Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip 
resmi,serta literature lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer 
penelitian. 
1.5.7. Teknik Pengumpulan data 
Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung 
jawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam 
mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
a. Wawancara  
 Yaitu teknik pengumpulan data  melalui proses tanya jawab dalam 
penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih 
bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 
keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antar  peneliti 
dengan para informan. 
b. Observasi 
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Yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang 
berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data 
yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi 
antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada, dengan melakukan 
pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan 
objek penelitian. 
c. Studi kepustakaan 
Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting sekali dalam metode 
ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung 
penelitian dan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan 
dengan penelitian telah berkembang, sampai terdapat kesimpulan dan 
degeneralisasi yang pernah dibuat. Cara yang dilakukan dengan mencari 
data-data pendukung (data sekunder) pada berbagai literatur baik berupa 
buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah hasil penelitian serta 
bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 
d. Penelusuran data online 
Penelusuran data online yaitu data yang diperoleh melalui internet atau 
media jaringan sosial lainnya secara online, sehingga mempermudah 
peneliti mengakses dan memperoleh data maupun informasi atau pun 
teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. 
 
1.5.8. Analisis Data 
Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 
data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak 
harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak 
dilakukan setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses 
penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 
diinterpretasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 
bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis yang 
dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil 
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wawancara dan observasi yang diperoleh kemudian dicatat dan 
dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan yang kemudian 
nantinya diolah menjadi data penelitian. 
 
1.6. Definisi operasional 
Untuk  memberi suatu pemahaman, agar memudahkan penelitian, maka 
perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian yang 
dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut: 
1. Pelayanan publik yang dimaksud adalah proses pemberian layanan 
(melayani) keperluan masyarakat umum khususnya masyarakat 
Kabupaten Mamuju dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 
Kartu Keluarga sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan di 
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik yang ada di 
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju dapat 
dioperasionalkan dengan indicator sebagai berikut : 
a. Faktor pendukung  
Faktor pendukung merupakan segala faktor yang mendukung atau 
membantu proses pelayanan publik di kantor Dinas Kependuduka dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. Adapun yang menjadi faktor 
pendukung pelayanan publik dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk 
dan Kartu Keluarga yaitu : 
1. Tersedianya anggaran 
2. Komitmen pemerintah 
3. Sumber Daya Manusia 
4. Kebijakan peraturan daerah 
b. Faktor penghambat  
Faktor penghambat merupakan segala faktor yang menjadi penghambat 
proses pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Mamuju. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu : 
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1. Kurangnya sarana dan prasarana 
2. Faktor budaya 
3. Kurangnya kesadaran masyarakat 
4. Kurangnya kedisiplinan pegawai 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Pengertian Analisis 
Kebijakan Analisis merupakan salah satu hal yang penting dalam 
menentukan suatu kebijakan, sebab dalam pelaksanaan dan penentuan 
suatu kebijakan tanpa adanya suatu analisis, maka tolak ukur dalam 
menentukan tingkat keberhasilannya tentunya akan sangat sulit 
menilainya. Fungsi analisis dalam suatu hal sangat penting dalam 
menentukan suatu kebijaksanaan terutama mengenai tindak lanjut 
pembangunan karena dalam mengambil keputusan peran analisis sangat 
berarti. Oleh kaena itu, dalam analisis yang diperlukan adalah kesimpulan, 
dimana dapat digunakan sebagai pegangan terhadap pelaksanaan 
tindakan. 
The Liang Gie ( 1989: 26-27 ) dalam bukunya Ensiklopedia Administrasi, 
menyatakan bahwa analisis merupakan segenap rangkaian pikiran yang 
menelaah sesuatu hal secara mendalam, terutama mempelajari bagian-
bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui diri masing-masing bagian, 
hubungan satu sama lainnya dan peranannya dalam keseluruhan yang 
bulat itu. 
Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat. Pemerintah 
tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani 
kepentingan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dan 
kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Karenanya birokrasi publik 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang 
baik dan profesional. 
Analisis merupakan sebuah kegiatan untuk meneliti suatu objek tertentu 
secara sisitematis, guna mendapatkan informasi mengenai objek tersebut. 
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Menurut Ensiklopedi Wikipedia analisis merupakan proses pemecahan 
masalah yang kompleks menjadi sub-sub permasalahan agar lebih mudah 
dimengerti. Sedangkan menurut (http://plato.stanford.edu) mengatakan 
bahwa analisis merupakan sebuah proses isolation (pembatasan 
permasalahan) dan bekerja pada sesuatu yang bersifat dasar 
(fundamental) untuk menemukan informasi mengenai objek yang 
dianalisis. Berdasarkan pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 
anali merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mencari informasi 
yang bersifat dasar (fundamental) mengenai satu atau lebih objek secara 
sistematis dengan menggunakan metodologi tertentu. 
 
2.2.   Pengertian Pelayanan Publik 
Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan publik 
adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, 
mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan 
kepuasan kepada publik. Senada dengan itu, Moenir (1992) 
mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material 
melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi 
kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. 
Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (malayani) 
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 
ditetapkan (Kurniawan dalam Sinambela. LP, 2008). Selanjutnya menurut 
Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7.2003, pelayanan publik adalah segala 
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 
maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. 
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Sedangkan pelayanan publik menurut Lambaga Administrasi Negara 
(1998) mengartikan pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan 
pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan 
daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan 
atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam  
rangka pelaksanaan ketentuan Perundang-undangan. Dari beberapa 
pengertian pelayanan publik yang telah diuraikan, dalam konteks 
pemerintahan daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai 
pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat dan/atau 
organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai 
dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk 
memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. 
Pengertian Pelayanan Publik Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik yaitu kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 
dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.         
Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan 
kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan 
dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. 
Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik 
sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik. 
Dalam modul pelayanan publik yang disusun oleh Depdagri dan LAN 
(2007) dijelaskan terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik, 
yaitu : 
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1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu pemerintah 
daerah, 
2. Penerima pelayanan (masyarakat) yaitu orang atau masyarakat 
atau organisasi yang berkepentingan, 
3. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan 
(masyarakat). 
Unsur yang pertama menunjukan bahwa pemerintah daerah memiliki 
posisi kuat sebagai regulator dan sebagai pemegang monopoli layanan 
dan menjadi pemerintah daerah yang bersikap statis dalam memberika 
pelayanan, karena layanannya memang dibutuhkan atau diperlukan oleh 
orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Unsur 
kedua, adalah masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau 
memerlukan layanan (penerima layanan), pada dasarnya tidak memiliki 
daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan 
sehingga tidak memilikiakses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. 
Unsur ketiga merupakan kepuasan masyarakat menerima layanan yang 
menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (pemerintah). Hal ini untuk 
menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk 
memuaskan masyarakat, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan 
meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah. 
Sementara itu kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu 
perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang 
semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh 
masyarakat (Thoha dalam Widodo, 2001). Hal ini berarti masyarakat 
semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam 
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin 
berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada 
pemerintah. 
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Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan diatas, birokrasi 
pelayanan publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih 
profesional, efektif, sederhana, transparan, tepat waktu, responsif dan 
adaktif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti 
meningkatkan kepastian individu dan masyarakat untuk secara aktif 
menentukan masa depannya sendiri (Efendi dalam Widodo, 2001). Arah 
pembangunan kualitas manusia tadi merupakan pemberdayaan akan 
kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan 
setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan 
kreatifitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri. 
Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang 
bersifat sederhana, terbuka, tepat, lengkap, wajardan terjangkau 
(Sedaryanti, 2004). Dalam keputusan Menpan No. 81 Tahun 1993 
ditegaskan, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus mengandung 
unsur-unsur : 
1. Hak dan kewajiban bagi pemberi layanan maupun penerima 
layanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti masing-masing. 
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umu harus disesuaikan 
dengan kondisi kebutuhan kemampuan masyarakat untuk membayar 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tetap 
berpegang pada efisiensi dan efektivitas. 
3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar 
memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang 
dapat dipertanggung jawabkan. 
4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instasi 
pemerintah yang bersangkutan berkewajiaban memberi peluang kepada 
masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Dalam keputusan Menpan tersebut juga ditegaskan, bahwa pemberian 
layanan umum kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi 
aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga 
penyelenggaraannya perlu ditingkatkan secara terus-menerus sesuai 
dengan sasaran pembangunan. 
Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis diatas, birokrasi 
publik dituntut harus dapat posisi dan peran (revitalisasi) dalam 
memberikan pelayanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah 
berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan 
pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah 
yang fleksibel kolabiratis dan dialogis dan dari cara-cara sloganis menuju 
cara-cara kerja yang realistik dan pragmatis (Thoha dalam Widodo, 2001). 
Dengan revitalitas birokrasi publik yang lebih baik dan profesional dalam 
menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan yang diberikan 
kepadanya dapat terwujud. 
2.2.1. Pelayanan Publik sebagai Fungsi Pemerintahan 
 
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 
ditetapkan. 
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pemerintahan pada hakekatnya 
adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk 
melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta 
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 
mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan 
bersama (Rasyid, 1998). 
Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 
layanan baik dan profesional. Pelayanan publik oleh birokrasi publik tadi 
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adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai 
abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh 
birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga 
negara). 
2.2.2. Prinsip-prinsip pelayanan publik 
Prinsip pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik juga harus 
memenuhi beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan 
dalam Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 (Ratminto dan Winarsih, 2007:22) 
yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus 
memenuhi beberapa prinsip sebagai  berikut: 
a. Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-   belit,     
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.  
b. Kejelasan Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:               
     1.  Persyaratan teknis dan aministratif pelayanan publik.  
2. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa 
dalam pelaksanaan pelayanan publik.  
3.  Rincian pelayanan public dan tata cara pelayanan.  
c. Kepastian waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan.  
d. Akurasi Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.  
e. Keamanan Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 
aman dan kepastian hukum.  
f. Tanggung jawab Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 
pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan 
pelayanan publik.  
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g. Kelengkapan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana 
kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 
penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).  
h. Kemudahan akses Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan 
teknologi telekomunikasi dan informatika.  
i. Kedisplinan, kesopanan dan keramahan Pemberi pelayanan harus 
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan 
dengan ikhlas.  
j.  Kenyamanan Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 
ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat 
serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, 
toilet, tempat ibadah dan lain-lain.  
Dari uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan 
publik adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang 
berupa barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat 
ataupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
dengan berpedoman pada asas dan prinsip pelayanan.  
 
2.2.3. Hakikat pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah 
Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan 
oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan 
masyarakat (public services functions), fungsi pembangunan 
(development function) dan fungsi perlindungan (protection functions). 
Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan kepada 
masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara 
24 
 
 
 
 
 
 
sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur 
pemerintahan dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis 
karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu 
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang 
dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah 
menjalankan perannya dengan baik sesuai dengn tujuan pendiriannya. 
Dengan demikian akan dilakukan penilaian tentang sama tidaknya antara 
harapan dan kenyataan didalam pengurusan sesuatu yang berhubungan 
dengan pelayanan publik, apabila ditemukan ketidak samaan maka 
pemerintah diharapkan mampu mengoreksi keadaan agar lebih teliti 
dalam meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
Selanjutnya yang dipertanyakan masyarakat dalam hal ini seperti, 
ketentuan biaya yang tepat, waktu yang ditetapkan dan mutu, yang 
dituntut masyarakat apakah telah dapat terpenuhi. Andaikata tidak 
terpenuhi, pemerintah diharapkan mengoreksi keadaan, sedangkan 
apabila terpenuhi dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya, tentang 
informasi yang diterima masyarakat berkenaan dengan situasi dan 
kondisi, serta aturan yang melengkapinya. 
Dalam pelaksanaan pelayanan publik mempunyai indikator yakni 
ketepatan waktu, akurasi pelayanan yang bebas dari kesalahan dan biaya 
pelayanan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor struktur organisasi, 
kemampuan aparat dan sistem pelayanan. Semakin baik faktor struktur 
organisasi maupun aparat  dan sistem pelayanan maka kualitas 
pelayanan publik akan  semakin baik pula dan semakin dapat memuaskan 
masyarakat sebagai pengguna hasil layanan sehingga kualitas pelayanan 
publik yang berkualitas dapat tercapai. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
3.1.  Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Mamuju   
3.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah  
Kabupaten Mamuju terletak pada Provinsi Sulawesi Barat pada posisi10 
38’ 110’’ - 20 54’ 552’’ Lintang Selatandan 110 54’ 47’’ – 130 5’ 35’’ Bujur 
Timur dari Jakarta; (00 0’ 0’’ Jakarta = 1600 48’v28’’ Bujur Timur Green 
Wich). Kabupaten Mamuju yang beribukota di Mamuju, berbatasan 
dengan Kabupaten Mamuju Utara di sebelah utara dan Kabupaten Luwu 
Utara di sebelah timur, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa dan 
Kabupaten Tana Toraja di sebelah selatan serta Selat Makasar di sebelah 
barat. 
Kabupaten Mamuju dengan luas wilayah 794.276 Ha, secara administrasi 
pemerintahan terbagi atas16 kecamatan, terdiri dari 143 desa, 10 
kelurahan dan 2 UPT. Kecamatan Kalumpang adalah kecamatan terluas 
dengan luas 1.731,99km2 atau 21,81 persen dari seluruh wilayah 
Kabupaten Mamuju. Kecamatan Balabalakang luas wilayahnya 21,86 
km2atau 0,28 persen merupakan kecamatan terkecil di Kabupaten 
Mamuju. 
3.1.2. Keadaan Alam dan Iklim 
Hampir seluruh kecamatan diKabupaten Mamuju dilintasi oleh sungai. 
Kecamatan yang paling banyak dilintasi sungai adalah Kecamatan 
Bonehau dengan 12 sungai yang melintasinya. 
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Kabupaten Mamuju memiliki wilayah yang berbukit-bukit. Sedang 
kanuntuk gunung, di Kabupaten Mamuju hanya terdapat di dua 
kecamatan yaitu Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Budong Budong. 
Diantara 16 kecamatan diKabupaten Mamuju, ibukota kecamatan yang 
letaknya terjauh dari ibu kota kabupaten adalah ibukota Kecamatan 
Balabalakang yaitu sejauh 202 km sementara ibukota kecamatan yang 
terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Simboro yang berjarak 
6 kmdari Mamuju. 
Curah hujan di Kabupaten Mamuju tertinggi terjadi pada bulan Desember 
sebesar 482 mm3 dengan harihujan sebanyak 13 hari. Sedangkan curah 
hujan terendah terjadi pada bulan Mei sebesar 87 mm3 dengan jumlah 
hari hujan adalah 6 hari. 
 
   Gambar1. Banyaknya Desa/Kelurahan/UPT Menurut Kecamata Tahun 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
          Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju. 
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            Gambar 2. Curah Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Mamuju Tahun 
201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju 
 
Tabel1.1 
Luas Wilayah Menurut Kecamatandan Desa/KelurahanTahun 2011 
N
O 
KECAMATAN 
DESA/ 
KELURAHAN 
LUAS PERSENTASE 
1 
Tapalang 
 
9 283,31 3,57 
2 Tapalang Barat 7 131,72 1,66 
3 Mamuju 8 206,64 2,60 
4 Simboro 8 111,94 1,41 
5 Balabalakang 2 21,86 0,28 
6 Kalukku 13 470,26 5,92 
7 Papalang 9 197,60 2,49 
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8 Sampaga 7 119,40 1,50 
9 Tommo 14 827,35 10,42 
             Sumber: BPS Sulawesi Barat Tahun 2011 
3.2. Keadaan Demografi 
3.2.1. Jumlah Penduduk 
Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju pada tahun 2011, berjumlah 
336.973 jiwa, meningkat sekitar 21.920jiwa dari tahun sebelumnya 
dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 6,96 persen.Dari 
16 kecamatan, Kecamatan Mamuju merupakan kecamatan dengan jumlah 
penduduk terbesar, yaitu sekitar 55.105 jiwa. Sedangkan yang terkecil 
adalah Kecamatan Balabalakang sebesar 2.347 jiwa. Sedangkan 
kepadatan penduduk Kabupaten Mamuju pada tahun 2011 adalah 42 jiwa 
per Km2, atau terdapat sekitar 42 jiwa setiap 1 Km2. 
Jumlah penduduk laki-laki diKabupaten Mamuju pada tahun 2011 
sebanyak 173.413 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 
163.560jiwa. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki 
ternyata 1,06% lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan, 
dengan perbandingan jenis kelamin (sex ratio) 106 yang berarti bahwa 
diantara 100 orang perempuan terdapat 106 laki-laki. 
 
        Gambar 3. Piramida Penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2011 
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                        Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju 
 
3.2.2. Agama 
Mayoritas penduduk di Kabupaten Mamuju beragama islam, selebihnya 
agama kristen, hindu, dan budha. Ada pun jumlah tempat peribadatan 
totalnya sebanyak 1.142, yang terdiri dari 604 mesjid, 197 mushollah, 292 
gereja, 31 pura, dn 18 vihara. Mesjid terbanyak berada di Kecamatan 
Kalukku sebanyak 97 buah, sedangkan gereja terbanyak berada di 
kecamatan Kalumpang sebanyak 86 buah. 
3.2.3. Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu sarana meningkatkan Sumber Daya 
Manusia (SDM). Salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka 
mengembangkan dan meningkatkan SDM melalui pendidikan adalah 
dengan mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. 
Dengan program ini diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang 
siap bersaing dalam era globalisasi. Demikian juga dengan Kabupaten 
Mamuju yang berupaya menciptakan suatu masyarakat yang 
berpendidikan. Keadaan pendidikan di Kabupaten Mamuju dapat dilihat 
dari jumlah sekolah dan murid, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) 
sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). 
 
3.2.4. Kesehatan 
Kesehatan sangat penting peranannya dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Indicator untuk melihat 
majunya kesehatan diantaranya lengkapnya fasilitas kesehatan dan 
tercukupinya tenaga medis yang berkualitas. Pada tahun 2011 tercatat 
bahwa di Kabupaten Mamuju terdapat 2 rumah sakit umum. Selain rumah 
sakit, di tiap-tiap kecamatan juga terdapat puskesmas dan poskesdes. 
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.3.  Keadaan Pemerintahan 
 
Kabupaten Mamuju menaungi 16 kecamatan yang terdiri dari 143 desa,10 
kelurahan dan 2 UPT (UnitPemukiman Transmigrasi) dengan pusat 
pemerintahannya terletak di Kecamatan Mamuju. Kecamatan yang 
memiliki desaatau kelurahan terbanyak yaituKecamatan Topoyo yang 
terdiri dari 15desa. Sedangkan kecamatan denganjumlah desa atau 
kelurahan paling sedikitadalah Kecamatan Balabalakang yanghanya 
memiliki 2 desa. 
Dalam pelaksanaan tugas pemerintahannya, pemerintah daerah 
Kabupaten Mamuju mempunyai 2.727 pegawai dari 26 instansi, 1.381 
pegawailaki-laki dan 1.346 pegawai wanita. Mayoritas pegawai tersebut 
golongan IIsebanyak 1.399 orang pegawai atau48,63%. Pendidikan 
terakhir yang ditamatkan sebagian besar pegawai adalah S1 sebanyak 
1.008 pegawai atau sebesar 35,04% dari total pegawai. 
 
3.3.1. Kedududkan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi 
Dinas   Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Mamuju 
 
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 7 tahun 2010 tentang 
penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 
kabupaten Mamuju, pada pasal 182 Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten dibidang 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. Dalam pasal 183, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan 
daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi 
tanggung jawabnya. 
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Berdasarkan PERDA nomor 7 tahun 2010 tentang penyelenggaraan 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten mamuju, pada 
pasal 184 untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 183 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 
fungsi : 
a. Perumusan kebijakan dan pengaturan teknis penyelenggaraan 
dibidang Kependudukan dan Pencatatan sipil. 
b. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan dibidang 
Kependudukan dan Pencatatan sipil. 
c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang 
Kependudukan dan Pencatatan sipil. 
d. Pengelolaan dan Penyiapan data Kependudukan dan Pencatatan 
sipil. 
e. Pengoordinasian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan  dibidang Kependudukan dan 
Pencatatan sipil. 
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.  
 
Pada pasal 185 memuat  Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan sipil yang terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Kependudukan; 
d. Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan; 
e. Bidang Catatan Sipil; 
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional 
Berikut Bagan Struktur Susunan Organisasi Dinas kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju :  
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian tentang pelayanan 
publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Mamuju tentang pelayanan publik dalam pelaksanaannya, dan faktor – 
faktor yang mempengaruhi pelayanan publik dalam pelayanan Kartu 
keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).  
4.1. Pelayanan publik khususnya pelayanan KK dan KTP di Kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten mamuju  
KEPALA  
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
SEKRETARIS 
SUBAG.         
KEPEGAWAIAN 
& KEUANGAN 
SUBAG.  
PERENCANAAN, 
EVALUASI & 
PELAPORAN  
SUBAG.          
UMUM & 
PERLENGKA 
PAN 
UPTD 
BIDANG             
PENCATATAN SIPIL 
BIDANG  
INFORMASI ADM. 
KEPENDUDUKAN 
BIDANG  
PENDAFTARAN 
KEPENDUDUKAN  
SEKSI PELAYANAN & 
PENDAFTARAN  
PENCATATAN SIPIL 
SEKSI  
PENGELOLAAN 
KEPENDUDUKAN 
SEKSI 
PENDAFTARAN 
KEPENDUDUKAN  
SEKSI PERENCANAAN 
PERKEMBANGAN  
PENCATATAN SIPIL 
 
SEKSI  
SEKSI PERENC. 
PENDAF. & PERKEMBANGAN 
KEPENDUDUKAN  
SEKSI PENGAWASAN & 
PENGAWASAN VITAL  
STATISTIK PERKEMBANGAN  
SEKSI  
PEMBINAAN &  
SEKSI  VITAL STATISTIK & 
PERKEMBANGAN 
KEPENDUDUKAN  
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Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi penyelenggaraan 
pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Fungsi pelayanan 
publik ini sangat penting bahkan peranannya sangat besar karena 
menyangkut kepentingan umum, khususnya kepentingan rakyat secara  
keseluruhan. 
Pelayanan publik yang di laksanakan di kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Mamuju merupakan salah satu tugas dari sekian 
banyak fungsi dan tugas yang harus diemban oleh aparat instansi 
pemerintahan di daerah. Dalam memberikan pelayanan tersebut, di tuntut 
adanya keseriusan dan kesungguhan dalam melayani masyarakat 
sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. 
Penelitian ini difokuskan pada pembahasan pelayanan Kartu Keluarga 
(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk mengetahui  bentuk 
pelaksanaan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan  kepada 
masyarakat dengan beberapa indikator yang telah dicapai melalui 
penelitian penulis. Menurut analisa penulis dapat digambarkan melalui 3 
(tiga)  indikator sebagai berikut ; 
 
 
4.1.1. Pelayanan Administrasi Kependudukan 
Pelayanan pembuatan KK dan KTP merupakan salah satu jenis 
pelayanan administratif yang dilakukan pemerintah terhadap 
masyarakat/warga negara. Pelayanan administratif adalah jenis pelayanan 
yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, 
penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha 
lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa 
dokumen, dan dokumen tersebut adalah berupa KK dan KTP.  
Begitu strategisnya urusan administrasi kependudukan, maka pemerintah 
diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi 
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kependudukan secara berkualitas. Berbagai kebijakan, program dan 
kegiatan selama ini telah ditempuh oleh pemerintah guna meningkatkan 
kualitas pelayanan administrasi kependudukan tersebut. 
“  pada saat pengurusan KTP itu saya sangat lama, antri dari pagi sampai 
siang, karena antriannya panjang. Makanya banyak yang mengeluh. Saya 
harap aparatur dapat mencari solusi agar antriannya tidak panjang dan 
lama. ”  (Ridwan, pedagang wawancara 10 April 2013) 
 
Kendala-kendala teknis bagi masyarakat yang melakukan pengurusan 
administrasi kependudukan kiranya dapat dieliminasi sehingga 
pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat 
dilakukan oleh masyarakat dengan mudah, murah dan tidak bertele-tele. 
Termasuk keberadaan sarana dan fasilitas pelayanan sesuai dengan 
fungsinya, Sarana itu tidak hanya dilihat dari aspek penampilannya tetapi 
sejauhmana fungsi dan daya guna dari sarana/fasilitas tersebut dalam 
menunjang kemudahan, kelancaran proses pelayanan dan memberikan 
kenyamanan pada pengguna pelayanan dalam proses pelayanan 
administratif. 
Semakin baiknya kualitas pelayanan administrasi kependudukan, maka 
diharapkan semakin banyak aktivitas masyarakat yang dapat dikelola oleh 
negara, sehingga peran pemerintah menjadi semakin maksimal guna 
mendorong dan memfasilitasi berbagai aktivitas tersebut sehingga terjadi 
sinergi yang akan berdampak semakin positifnya kehidupan bernegara. 
“ Dari pihak kami telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk 
dijadikan acuan dalam kinerja penyelenggaraan bidang administrasi 
kependudukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat ”. (Wawancara Mas Agung Kepala Diknas 26 Maret 2013) 
 
Ukuran pelayanan ditentukan oleh penyedia pelayanan seperti, standar 
pelayanan minimal (SPM). Penyelenggaraan pelayanan yang baik 
dilakukan apabila pelayanan tersebut memenuhi persyaratan 
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sebagaimana yang ditentukan sebelumnya (Kuntjoro dan Jasri; 2007 : 
123). Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis 
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang 
berhak diperoleh setiap warga secara minimal.  SPM merupakan guide 
yang dipahami untuk diterapkan dalam pemberian pelayanan. Sedangkan 
bagi Pemerintah Daerah, SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi 
salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan 
dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Proses 
pemenuhan SPM ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan membutuhkan sumber daya, baik pada tingkat manajerial, 
hingga pelaksana lapangan.         
“ Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang baik, yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah, maka harus diimplementasikan dengan 
langkah-langkah kegiatan yang strategis dan didukung dengan petugas 
pengelola dan pelayanan yang baik. Selain itu juga harus didukung 
dengan anggaran yang memadai, serta monitoring dan evaluasi dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut”. (Wawancara Sutoro 
kepala bagian kependudukan, 26 Maret 2013)  
 
Untuk dapat memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan 
tersebut dengan baik, khususnya penyelenggaraan urusan wajib dalam 
bentuk pelayanan dasar yang telah ditetapkan dalam SPM, perlu 
dikembangkan system informasi manajemen SPM yang baku, cepat, 
tepat, komprehensif dan berkesinambungan serta berskala nasional dan 
provinsial. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi 
kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam 
rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, khususnya penyampaian pelayanan dasar yang 
berpedoman pada SPM. Dengan adanya keberadaan SPM, khususnya 
bidang administrasi kependudukan, adalah untuk lebih memacu kinerja 
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penyelenggaraan bidang administrasi kependudukan dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
Adapun Sarana dan fasilitas pelayanan yang mendukung proses 
pelayanan administrasi kependudukan yaitu  keberadaan sarana dan 
fasilitas pelayanan sesuai dengan fungsinya, Sarana itu tidak hanya dilihat 
dari aspek penampilannya tetapi sejauhmana fungsi dan daya guna dari 
sarana/fasilitas tersebut dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses 
pelayanan dan memberikan kenyamanan pada pengguna pelayanan; 
 
“ Sarana dan prasarana yang ada di kantor ini belum begitu maksimal. 
Ditinjau dari bangunan kantor yang lumayan sempit dan sarana 
transportasi sosialisasi ke desa pelosok yang belum memadai. Sarana 
pelayanan berupa berbagai fasilitas yang diperlukan dalam rangka 
memberikan pelayanan yang telah disediakan dalam rangka proses 
pelayanan, meliputi antara lain berbagai fomulir, alat tulis kantor, fasilitas 
pengolahan data seperti komputer lengkap dan dilengkapi alat scan foto. 
Sedangkan sarana pendukungnya adalah fasilitas yang pada umumnya 
disediakan dalam rangka memberikan pelayanan antara lain seperti 
penyediaan transportasi sosialisasi, penyediaan fasilitas ruang tunggu 
walaupun belum memadai, adanya sarana parkir yang luas, jumlah staf 
yang memadai yaitu empat orang, satu orang sebagai koordinator dan tiga 
orang staf, ruang petugas pelayanan, kamar mandi, dan jarak ke tempat 
layanan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat dengan kondisi 
jalan yang sudah cukup baik menuju kantor pelayanan”. (Wawancara 
Sutoro Rais Kabag. Kependudukan, 26 maret 2013) 
 
Keberadaan sarana dan prasarana yang berupa fasilitas yang mendukung 
kegiatan pelayanan publik, ternyata belum mampu sepenuhnhya 
mendukung dikarenakan adanya kondisi fasilitas yang belum memadai 
sehingga terjadi ketidakmaksimalan dalam pelayanan oleh aparat. Melihat 
kondisi tersebut pemerintah daerah seharusnya lebih peka terhadap 
masalah – masalah yang ada khususnya di instansi – instansi pelayanan 
publik yakni berupa pemberian dukungan dan perhatian karena ini 
menyangkut kepentingan masyarakat umum. Pemerintah daerah dan 
instansi yang bersangkutan harusnya mampu menjalin kerjasama dan 
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koordinasi yang lebih intens sehingga kedua belah pihak dapat merespon 
dan aksi cepat tanggap terhadap satu sama lain agar masalah – masalah 
yang ada mendapat solusi dan dapat diselesaikan  secara cepat dan 
tepat. 
Pelayanan publik terhadap masyarakat oleh kantor Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil di Kabupaten Mamuju, bukan lagi merupakan hal yang 
baru, karena pelayanan masyarakat sudah ada sejak berdirinya kantor  
tersebut. Kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah daerah sudah tepat 
karena hal tersebut adalah sesuatu yang sangat penting, dan perlu 
ditangani dengan baik karena menyangkut kepentingan masyarakat dan 
negara sebagai pegangan masyarakat sebagai warga Negara. 
 
“ Beberapa alasan dari masyarakat untuk membuat KTP diantaranya 
adalah baru berusia 17 tahun, WNA yang menetap, hilang, rusak, pindah 
tempat tinggal, perpanjangan, perubahan data bagi WNI, dan 
penggandaan. Saya sendiri memiliki KTP ganda. Khusus alasan 
penggandaan ini dikarenakan sistem sendiri yang memaksa untuk 
membuat KTP ganda. Seperti, jika ingin melakukan jual – beli tanah yang 
berada diluar daerah domisili itu harus memiliki KTP daerah yang dituju 
jadi mau tidak mau kita harus membuat KTP ganda. Begitu pun jika ingin 
melakukan aktifitas lain diluar daerah lainnya, ”. (Wawancara Ali Chandra 
sekretaris, 27 maret 2013) 
 
 
Khusus alasan penggandaan KTP, bahkan juga dikalangan pejabat 
setempat melakukannya padahal itu jelas adalah pelanggaran hukum. 
Dan alasan mereka melakukan penggandaan tersebut karena tuntutan 
syarat oleh sistem jika ingin melakukan kegiatan di luar daerahnya, seperti 
jual – beli tanah di luar daerah domisili. Peneliti melihat kondisi tersebut 
menandakan bahwa sistem yang perlu dibenahi dalam mendukung 
aktifitas masyarakat. Pemerintah dalam hal ini harus mampu mencari 
solusi dalam membenahi sistem khususnya untuk mempermudah dan 
memperlancar aktifitas masyarakat tanpa melanggar aturan yang ada.  
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Pelayanan publik sebagaimana yang telah dijelaskan, diberikan kepada 
masyarakat manakala memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan itu 
biasanya berbentuk dokumen-dokumen, formulir-formulir dan biaya. 
Mengenai biaya, peneliti melihat fakta dilapangan bahwa biaya yang di 
maksud masyarakat adalah biaya untuk calo pembuatan KK dan KTP, 
padahal dalam pembuatan KK dan KTP tidak dipungut biaya apapun 
sesuai peraturan yang berlaku. 
Adapun kepastian pelaksanaan layanan yang meliputi waktu pelaksanaan 
dan biayanya, termasuk konsistensi dalam pelaksanaan pelayanan. 
Mengenai jam pelayanan baik KK dan KTP adalah pada saat jam kantor 
hari Senin sampai Jum’at. Selain pada jam-jam tersebut, maka 
permohonan apapun tidak akan dilayani. Dalam waktu-waktu tersebut tiga 
orang petugas yang ada mampu melayani masyarakat pengguna jasa 
secara maksimal. Kecuali dalam waktu-waktu tertentu, misalnya kebetulan 
ada pembuatan KTP secara kolektif yang diadakan oleh sebuah desa, 
maka pemohon yang kebetulan saat itu ada tidak bisa dilayani secara 
cepat. 
Tugas dari aparat Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Mamuju baik dalam pembuatan KK atau KTP baru atau lama 
adalah meneliti kelengkapan berkas yang dibawa oleh masyarakat 
pemohon, jika sudah lengkap maka selanjutnya akan di proses. Apabila 
ada yang kurang lengkap meminta masyarakat untuk melengkapi 
berkas/dokumen yang dimaksud. 
 Secara umum pelayanan administratif di Kantor Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju sudah cukup maksimal dengan 
adanya menerapan standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good 
Governance).  
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” Dalam pelayanan administratif KK dan KTP, kami selalu 
melaksanakannya sesuai standar pelayanan, dan itu memang perlu 
diterapkan agar masyarakat juga merasa nyaman, betul-betul merasa 
dilayani dengan baik oleh pemerintah sebagaimana mestinya. Standar 
pelayanan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat dan diharapkan mampu menjadi patokan atau pegangan 
pegawai dalam memberikan pelayanan yang semestinya. ” (Wawancara 
Mas Agung Kadis Capil, 26 Maret 2013) 
  
Hal yang sangat menonjol apabila kita ingin menganalisis 
penyelenggaraan administrasi di suatu daerah yaitu diltinjau dari sarana 
dan prasaranan serta kinerja aparaturnya sendiri. Dalam proses 
penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 
Pemerintah Kabupaten Mamuju, diatur dalam peraturan daerah nomor 7 
tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.  
Kondisi prosedur pelayanan administrasi pada kantor Dinas  
kependudukan dan Catatan Sipil cukup sederhana, itupun ditinjau dari 
segi kewenangan yang diberikan dalam proses pembuatan KK dan KTP. 
Namun dalam proses menyelesaikan urusannya tersebut masyarakat 
harus mendatangi beberapa tempat yang berjauhan dan memerlukan 
waktu yang cukup lama, apabila pengurus yang bersangkutan sangat 
menginginkannya untuk keperluan yang mendesak terutama yang tinggal 
di daerah pelosok terlebih lagi yang sama sekali tidak paham tentang 
mekanisme dan prosedur pembuatan KK dan KTP. Hal inilah yang 
kemudian masyarakat beranggapan bahwa proses pengurusannya repot 
dan lama.  
Kondisi pelayanan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
yang bisa diamati adalah komitmen para pegawai untuk melayani 
masyarakat tanpa melakukan tindakan diskriminatif, selain itu juga adanya 
kelengkapan sarana dan prasaranan yang menunjang kegiatan 
pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 
maka upaya-upaya yang dilakukan adalah  yang pertama, konsulidasi ke 
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dalam yaitu di dalam lingkungan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil sendiri, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. Mempertegas dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan 
kedudukan Pegawai Negri sebagai abdi masyarakat. Ini berarti tugas 
pokok atau kewajiban utama dari Pegawai Negara dalam memberikan 
pelayanan umum sebagai hak masyarakat. Dengan pemahaman seperti 
ini diharapkan pelayanan yang diberikan tanpa tendensi apa-apa kecuali 
niat untuk melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya. Pada akhirnya 
diharapkan akan menampilakan performance pelayanan yang betul-betul 
memuaskan masyarakat. 
 b. Meningkatkan pemahaman tentang ketentuan pelayanan khususnya 
menyangkut prosedur dan persyaratan pelayanan sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan, dengan pemahaman yang baik akan 
memudahkan dan mempercepat proses pelayanan sekaligus membantu 
apabila mengalami kesulitan tentang masalah pelayanan. 
c. Meningkatkan perbaikan sikap petugas dalam melayani. Hal ini 
menyangkut kemampuan dan keramahan sikap bagaimana kodrat 
manusia yang senang berhubungan dengan orang yang mampu 
berkomunikasi dengan orang lain dengan baik disertai sikap yang ramah. 
Demikian dengan masyarkat pada umumnya akan sangat mengharapkan 
keramahan sikap dan komunikasi yang menyenangkan dari aparatur 
pemerintah. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh dianggap remeh. 
 d. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana layanan, dimana kualitas   
pelayanan dipengaruhi oleh kenyamanan pelayanan yang dirasakan oleh 
penerima pelayanan. 
 
 Kedua, kosolidasi keluar yaitu upaya-upaya yang dilakukan berkaitan 
dengan lingkungan luar kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
yang dalam hal ini adalah masyarakat selaku penerima layanan. Berkaitan 
dengan hal tersebut, maka telah dilakukan upaya-upaya yaitu, 
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memasyarakatkan atau mensosialisasikan berbagai peraturan perundang-
undangan seperti peraturan daerah tentang pelayanan administrasi 
kependudukan kepada seluruh masyarakat. 
Upaya peningkatan pelayanan ini baik keluar maupun ke dalam 
organisasi, tidak akan efektif tanpa adanya pengawasan yang intensif dan 
terus menerus dari pimpinan unit. Dalam bentuk konkritnya yaitu 
memberika teguran terhadap pegawai yang melakukan penyimpangan, 
sehingga kualitas peyanan dapat tercapai. 
 
 
4.1.2. Mekanisme dan Prosedur Pelayanan 
Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mekanisme dan prosedur 
pelayanan dimulai dari tingkat desa/kelurahan sampai pada dinas 
kependudukan dan catatan sipil. Untuk prosedur layanan lebih diupayakan 
bagaimana membuat regulasi pelayanan lebih mudah diakses oleh 
seluruh lapisan masyarakat diberbagai tempat dengan melihat kondisi 
Kabupaten Mamuju yang masih ada beberapa kecamatan yang jarak 
tempuhnya melalui ibukota kabupaten terbilang jauh. 
 
“ Dinas kependudukan dan catatan sipil telah memiliki standar pelayanan 
atau biasa disebut SOP (Standar Operasional Pelayanan) ini tentu saja 
wajib hadir dalam setiap instansi layanan publik sebab jika tidak ada 
aturan baku tentang standar pelayanan maka tidak akan tercapai 
pelayanan yang maksimal “. ( Wawancara Mas Agung Kadis. 26 Maret 
2013) 
 
 
Standar pelayanan tersebut berfungsi sebagai persyaratan yang harus 
dipenuhi untuk menerima pelayanan, akan tetapi standar pelayanan ini 
yang kadang sangat memberatkaan masyarakat sebab ada anggapan 
prosesnya terlalu panjang dimulai dari desa, kecamatan kemudian ke 
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instansi yang bersangkutan dalam hal ini dinas kependudukan dan 
catatan sipil. 
Prosedur pelayanan, yang mencakup variabel prosedur tetap/standart 
operasional pelayanan (SOP) secara terbuka, konsistensi pelaksanaan 
prosedur dan tingkat kemudahan serta kelancaran pelayanan; 
Pada implementasinya proses atau prosedur pelayanan yang meliputi 
prosedur pelayanan langsung kepada masyarakat, dan proses 
pengolahan pelayanan yang merupakan proses internal dalam 
menghasilkan pelayanan. Proses dan prosedur ini meliputi seluruh 
aktifitas kegiatan pelayanan secara berurutan dimulai dengan pendaftaran 
yang dilakukan ketika pertama kali masyarakat datang ke Kantor 
Kelurahan membawa persyaratan yang harus dipenuhi, proses 
pengantrian pembuatan dokumen hingga proses itu selesai dan 
masyarakat mendapatkan apa yang diinginkan berupa KK dan KTP. 
Dalam prosedur juga perlu adanya keterbukaan informasi pelayanan, 
terutama keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan dan 
biaya pelayanan dengan jelas dapat diketahui oleh masyarakat, 
ketersediaan media informasi termasuk petugas yang menangani untuk 
menunjang kelancaran pelayanan. Dan pihak Dinas Capil pun telah 
berusaha melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan pengaduan 
masyarakat yang merupakan salah satu sumber informasi bagi upaya-
upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga 
pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan. 
Persyaratan pelayanan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh 
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Persyaratan pelayanan perlu 
diteliti dari tiap aktifitas pelayanan sehingga untuk keseluruhan 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Petugas dengan 
senang hati memberitahukan atau menginformsikan persyaratan yang 
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diperlukan kepada masyarakat jika ada yang bertanya atau persyaratan 
yang dibawa kurang lengkap. 
Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mekanisme dan prosedur 
layanan dimulai dari surat pengantar tingkat desa/kelurahan sampai pada 
dinas kependudukan dan catatan sipil. Untuk prosedur layanan lebih 
diupayakan bagaimana membuat regulasi pelayanan lebih mudah diakses 
oleh seluruh lapisan masyarakat diberbagai tempat dengan melihat 
kondisi Kabupaten Mamuju yang masih ada beberapa kecamatan yang 
jarak tempuhnya melalui ibukota kabupaten terbilang jauh. 
Dalam proses penyelenggaraan administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil Kabupaten Mamuju, diatur dalam peraturan daerah nomor 
7 tahun 2010. Berikut syarat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 
Kartu Keluarga dan Kartu Keluarga berdasarkan : 
1. Dalam Pengurusan Kartu Keluarga berikut persyaratannya : 
a. Formulir F101/biodata penduduk yang diketahui oleh Kepala Desa, 
Lurah dan Kepala Kecamatan. 
b. Bagi penduduk pindah datang harus melampirkan surat keterangan 
pindah datang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas 
c. Melampirkan surat foto copy surat nikah bagi yang sudah menikah. 
2. Dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berikut        
persyaratannya: 
a. Melampirkan kartu keluarga dan formulir F101 
b. Pas fotoukuran 2x3 1 lebar dengan latar belakang kelahiran ganjil 
merah dan latar genap biru 
c. Batas umur 17 tahun ke atas, bisa kurang dari 17 tahun asalkan 
sudah menikah atau pernah menikah. 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai 
bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh 
wilayah NKRI. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia dan Warga 
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Negara Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah 
berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. 
 
“ pelayanan Publik di kantor ini sudah sepatutnya dilaksanakan sesuai 
dengan aturan dan makanisme yang tertulis dalam peraturan daerah. 
Seperti, sebelum melaksanakannya masyarakat harus memenuhi 
persyaratan berkas dari desa ke kelurahan kemudian diketahui Kepala 
Kecamatan selanjutnya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 
supaya masyarakat dan pemerintah sama-sama tidak mempersulit. “ 
(Wawancara Sunandariati Kabid. pencatatan sipil, 26 Maret 2013) 
 
 
       Pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar mengetahui 
mekanisme dan syarat pembuatan KK dan KTP karena hal tersebut 
sangat penting dan perlu untuk diketahui. Pengetehuan masyarakat 
tentang bagaimana mekanisme dan syarat pembuatan KK dan KTP 
sangat penting karena salah satu faktor penunjang kelancaran dalam 
pelayanan oleh pemerintah. Jika pemerintah dan masyarakat sama-sama 
profesional dalam pelaksanaannya, maka tidak akan saling mempersulit 
dan proses pelaksanaan pelayanan pun akan menjadi mudah dan 
berjalan lancar. 
Mekanisme dan prosedur pembuatan KK dan KTP dibuat berdasarkan 
kebutuhan dan sebagai persyaratan dalam pengadaan KK dan KTP. 
Mekanisme dan prosedur pelayanan diharapkan mampu mendorong 
masyarakat untuk lebih memahami dalam pembuatan KK dan KTP sesuai 
peraturan yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga secara tidak langsung 
dapat mengetahui pentingnya pembuatan KK dan KTP.   
“ KK, dan KTP wajib ada karena selain sebagai identitas juga dibutuhkan 
untuk pengurusan keperluan pribadi sebagai warga negara yang baik. 
Dan sebenarnya pembuatannya tidak  dipersulit kalau berkasnya lengkap 
”. (Wawancara Nafsir Taba wiraswasta, 10 April 2013 ) 
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Peryataan lain juga datang dari masyarakat yang lainnya. 
“  Persyaratannya tidak terlalu banyak, saya mengurus semua itu 
langsung dan sebelum mengurus harus ada surat pengantar dari RT, 
kemudian ke Kelurahan buat Blangko, lalu ke Kecamatan, terkhir ke Capil. 
Proses pembuatan lamanya tiga hari sudah jadi ”.  Pelayanannya cukup 
bagus namun kadang pegawainya datang terlambat jadi harus menunggu.  
” (Wawancara Nurani IRT, 10 April 2013) 
Penulis menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan pembuatan KK dan 
KTP, mekanisme dan prosedurnya tidak bermaksud mempersulit 
masyarakat, namun lebih kepada proses persyaratan dalam rangka  untuk 
memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan. 
Persyaratan pelayanan dalam pembuatan KK dan KTP, secara umum 
meliputi surat pengantar dari desa, kelurahan yang diketahui camat dan 
selanjutnya ke dinas capil. Persyaratan pelayanan perlu diteliti dari tiap 
aktifitas pelayanan sehingga untuk keseluruhan persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh masyarakat. Petugas dengan senang hati memberitahukan 
atau menginformsikan persyaratan yang diperlukan kepada masyarakat 
jika ada yang bertanya atau persyaratan yang dibawa kurang lengkap. 
Persyaratan pelayanan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh 
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Persyaratan pelayanan dalam 
pembuatan KK dan KTP secara umum meliputi, surat pengantar dari desa, 
kelurahan yang diketahui camat dan selanjutnya ke dinas capil. 
Persyaratan pelayanan perlu diteliti dari tiap aktifitas pelayanan sehingga 
untuk keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. 
Petugas dengan senang hati memberitahukan atau menginformasikan 
persyaratan yang diperlukan kepada masyarakat jika ada yang bertanya 
atau persyaratan yang dibawa kurang lengkap. 
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk 
memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas 
barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh 
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penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 
1945 (UUD1945) mengamanatkan kepada negara agar memenuhi 
kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga 
efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik 
buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut skema proses 
pelayanan :  
 
 
 
 
 
 
4.1.3. Manajemen Pelayanan  
Manajemen pelayanan yaitu suatu proses untuk menyusun rencana, 
mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan 
aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan 
publik. Aktivitas yang dilakukan oleh manajemen yang mampu mengubah 
rencana menjadi kenyataan, apakah rencana itu berupa rencana produksi 
atau rencana dalam bentuk sikap dan perbuatan.  
Pelaksanaan layanan dapat diukur, oleh karena itu dapat di tetapkan 
standar baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan 
adanya standar manajemen kiranya dapat merencanakan dan 
melaksanakan agar hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak yang 
mendapatkan pelayanan. 
Pengambilan 
surat 
pengantar 
dari RT 
Pengambilan 
blangko di 
Kantor 
Kelurahan/Desa 
Kantor 
Kecamatan 
Kantor Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil  
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Pelayanan yang baik dan memuaskan yang diinginkan masyarakat adalah 
: 
1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan 
pelayanan yang cepat 
2. Memperoleh pelayanan yang wajar, maksudnya dalam proses 
pelayanan tidak ada hal yang menyimpang 
3.  Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap 
kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang “bulu”        
 4. Pelayanan yang jujur dan terus terang 
Keempat hal itulah yag menjadi keinginan masyarakat dalam 
hubungannya dengan bidang pelayanan publik. Apabila hal itu dapat 
dipenuhi maka masyarakat akan puas dan berdampak positif pada 
pegawai, antara lain : 
a. Masyarakat menghargai pegawai 
b. Masyarakat patuh terhadap peraturan pelayanan 
c. Ada peningkatan dan pengembangan dalam masyarakat menuju 
tercapainya pelayanan yang baik 
Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa pelayanan adalah suatu 
proses maka obyek utama manajemen pelayanan adalah proses itu 
sendiri. Jadi manajemen pelayanan adalah manejemen proses, yaitu sisi 
manajemen yang menagatur dan mengendalkan proses layanan agar 
kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan tertib, lancar, tepat mengenai 
sasaran dan memuaskan bagi pihak yang dilayani. Kriteria inilah yang 
menjadi ukuran keberhasilan fungsi layanan. 
Aktivitas yang menonjol dalam manajemen pelayanan di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju adalah menetapkan 
sasaran untuk mencapai tujuan  organisasi. Menetapkan cara yang tepat 
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serta melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan masalah. Dalam tujuan 
termasuk maksud, misi dan sasaran. 
 
” pihaknya telah mengadakan system pengelolaan pengaduan 
masyarakat, namun masyarakat kurang antusias untuk memanfaatkannya. 
System pengelolaan pengaduan ini berfungsi untuk menerima keluhan 
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Namun hanya sebagian 
kecil masyarakat yang antusias dan kurang memanfaatkannya ”. 
(Wawancara Mas Agung Kadis, 26 Maret 2013) 
 
Manajemen pelayanan salah satu bentuk aktivitas yang perlu 
mendapatkan perhatian serius karena menyangkut kepentingan 
masyasarakat terutama dalam hal kenyamanan dan kemudahan dalam 
menerima layanan. Seperti, dalam pemberian layanan administrasi agar 
kiranya masyarakat dapat nyaman, dan mudah dalam menerima 
pelayanan, diperlukan aktivitas manajemen pelayanan yang mengatur 
proses pelayanan administrasi demi tercapainya pelayanan yang 
semestinya. 
”  Perlu adanya manajemen pelayanan administrasi karena dengan 
adanya manajemen ini akan membantu proses pelayanan menjadi lebih 
teratur dan terarah dan manajemen tersebut belum sepenuhnya 
terlaksana di kantor ini. Proses layanan diatur dan dikelola sedemikian 
rupa sehingga masyarakat tidak perlu lagi menunggu antrian panjang 
seperti sebelumnya. Seperti, yang saya ajukan yakni pengelompokan 
loket administrasi berdasarkan masing-masing kecamatan. Masing-
masing kecamatan memiliki loket masing-masing agar memudahkan 
dalam pengurusannnya  ”. (wawancara Faika Kadriana Kabid. informasi 
adm. Kependudukan, 26 Maret 2013) 
 
Dalam sebuah pemerintahan diperlukan manajemen atau pengelolaan 
yang baik terutama dalam bentuk pelayanan publik. Hal ini dikarenakan 
semakin kompleks masyarakat, kebutuhan akan barang dan jasa publik 
semakin tidak terbatas. Sehingga diperlukan manajemen pelayanan publik 
sebagai bentuk evaluasi kualitas organisasi pelayanan baik pemerintah 
pusat maupun daerah. 
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4.1.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik pada 
pelayanan KK dan KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kabupaten Mamuju. 
Pelaksanaan tugas pelayanan dalam struktur organisasi tidak selamanya 
berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan, terkadang dalam 
pelaksanaannya aparat pemerintah mengalami kendala-kendala atau 
faktor penghambat, namun disamping itu adapula faktor-faktor yang 
menjadi pendukung jalannya prosedur pelayanan.  
Demikian halnya pelaksanaan pelayanan pemerintah yang ada di daerah-
daerah lain, Pelaksanaan layanan pemerintah yang berlangsung di Kantor 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju dipengaruhi 
oleh beberapa faktor-faktor, baik itu faktor yang menjadi pendukung 
jalannya pelayanan maupun faktor yang kemudian menjadi penghambat 
pelayanan itu sendiri. Berikut faktor pendukung dan penghambat dalam 
yang mempengaruhi pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda 
Penduduk di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Mamuju. 
 
 4.1.4.1. Faktor Pendukung 
1.  Anggaran  
Salah satu faktor yang sangat mendukung pelaksanaan pelayanan publik 
di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju 
adalah faktor anggaran. Dalam hal ini tentu adanya ketersediaan dana 
karena tanpa adanya anggaran/dana yang mencukupi maka pelaksanaan 
pelayanan tidak akan berjalan dengan baik khususnya pelayanan 
administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu 
Keluarga, dan Akta Kelahiran. 
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 Pelayanan KK dan KTP akan bisa meningkat apabila didukung dengan 
upaya-upaya peningkatan kualitas layanan yang tepat. Dukungan penuh 
pembiayaan dari Pemerintah dan dari berbagai sumber menjadi 
pendorong yang besar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Mamuju untuk meningkatkan pelayanan karena mendapat 
sokongan dana dari pemerintah sehingga tidak perlu lagi kesulitan dalam 
membiayai segala kegiatan yang dilakukan. Adapun jumlah anggaran 
yang di alokasikan untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Mamuju pada tahun 2012 dalam pembuatan KK dan KTP yaitu 
senilai Rp. 164.045.000,- (Sumber; Dinas Capil Kabupaten Mamuju). 
2.  Komitmen Pemerintah  
Komitmen dari pemerintah yakni dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati 
melalui visi dan misi kepemimpinannya merupakan satu poin pendukung 
dalam menata keseriusan daerah dalam menciptakan kondisi pelayanan 
publik yang lebih terarah demi tercapainya kondisi kemasyarakatan yang 
lebih baik. 
Pemerintah daerah (Bupati dab wakil bupati) bekerja sama dengan  
instansi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Mamuju dalam upaya mewujudkan visi dan misi, maka pemerintah 
berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat 
dengan menciptakan sistem pemerintah yg mampu mendukung 
terciptanya penyelengaraan pelayanan publik yang prima dan 
berkesinambungan sesuai dengan kondisi dan mampu menanggapi 
terjadinya perubahan dimensi serta dampak kompleksitas saat ini. Untuk 
mendukung percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yg prima 
pada pemerintah diperlukan komitmen yg kuat, kreativitas, dan langkah2 
inovasi.  
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3. Sumber Daya Manusia 
Optimalisasi sumberdaya manusia dan infrastruktur betul-betul menjadi 
komitmen pemerintah daerah, hanya saja komitmen pun hanya sebatas 
pada penafsirannya sebagi sebuah tekad. Sumberdaya yang tersedia di 
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sudah memenuhi 
persyaratan sesuai peraturan yang ada seperti dalam hal rekruitmen 
kepegawaian,intervensi politik, dan ditribusi staff yang  seimbang. Hal ini 
menjadi pendukung besar dalam pelayanan publik yang ada di Dinas 
Capil.  
Sumber daya manusia sangat penting sebab dia adalah pelaku atau 
dalam hal ini penyedia layanan jika dalam proses penataan organisasi 
sumberdaya manusia yang tersedia masih sangat minim dari segi 
kecakapan dan profesionalisme kerja maka akan lahir juga disorientasi 
sebab bagaimana sebuah kemaksimalan tercapai jika sumberdaya yang 
tersedia tidak memiliki kredibilitas didalamnya, apakah sumberdaya yang 
tersedia mampu untuk menangkap 9 (Sembilan) prinsip pelayanan publik 
seperti professional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, 
resposnsif tentu saja itu bukan pekerjaan yang mudah. Untuk 
meningkatkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Mamuju harus didukung dengan SDM yang memadai, baik 
dari segi kuantitas maupun kualitas.  
 
4. Kebijakan Peraturan daerah 
Terlaksananya pelayanan publik juga tidak luput dari pengaruhi kebijakan 
yang sudah dibuat dalam bentuk peraturan daerah. Kebijakan tersebut 
selanjutnya menjadi acuan bagi seluruh instansi yang ada di Kabupaten 
Mamuju untuk membuat suatu perencanaan kegiatan / program yang 
akan dilaksanakan.    
Kebijakan dalam bentuk pertaturan daerah sangat membantu 
terlaksananya pelayanan publik dalam proses pemberian layanan 
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pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kepada 
masyarakat, karena memicu atau adanya acuan untuk melaksanakan 
tugas dan kewajiban instansi yang bersangkutan. Adapun kebijakannya 
tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten mamuju Nomor 7 tahun 2010 
tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan 
sipil. 
 
4.1.4.2. Faktor Penghambat 
1.  Sarana dan Prasarana 
Yang dimaksud sarana dan prasarana menurut (Moenir,2008,h.119) 
adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang 
berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, 
dan juga  berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang 
sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. Dalam upaya 
meningkatkan kualitas pelayanan, pelaksanaan pelayanan publik di 
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju 
terdapat kendala dalam hal sarana dan prasarana khususnya sarana 
transportasi yang tidak mendukung untuk kegiatan sosialisasi di desa 
pelosok yang sukar di jangkau  dan masih adanya beberapa komputer 
yang masih dalam kondisi rusak. Hal ini tentunya akan mengahambat 
proses pengerjaan Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran serta 
sarana transportasi tidak memadai untuk menjangkau masyarakat yang 
berada di plosok. kawasan yang jauh dan sulit dijangkau (desa pelosok). 
 
“   yang menjadi faktor penghambat seperti peralatan komputer ada 18 
buah, tapi tidak semuanya bisa dioprasikan, printer ada 4 tapi hanya 3 
yang beroprasi serta sarana transportasi tidak memadai untuk mendata 
dan menjangkau masyarakat yang tinggal di pelosok. Hal tersebut 
kemudian menjadi penyebab tidak maksimalnya kegiatan sosialisasi di 
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desa–desa “. (Wawancara Sutoro Rais Kabid. Kependudukan, 26 Maret 
2013) 
 
Karena kawasan yang jauh dan sulit dijangkau oleh sarana transportasi, 
akhirnya proses pembuatan KK dan KTP  mengalami pengunduran waktu 
atau keterlambatan dalam pembuatannya. Hal ini pun yang menyebabkan 
masyarakat yang tinggal di kawasan pelosok malas untuk mengurus 
pembuatan KK dan KTP.  
 
 “ Pada saat sosialisasi petugas mengatakan bahwa pengurusan 
bisa selesai dalam satu hari, tetapi kenyataannya  rata-rata jadinya 3 hari 
kedepan ”. (Wawancara Sulwati pedagang, 10 April 2013) 
 
 
Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana menjadi sangat mengganggu 
proses pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta 
Kelahiran, sebagaimana dapat kita lihat dari hasil wawancara. 
Kekurangan sarana dan prasaranan mengakibatkan penumpukan 
permintaan pengajuan pembuatan KK dan KTP sehingga menyebabkan 
kinerja aparatur juga terhambat. Hal tersebut yang kemudian menjadi 
pemicu lambannya pengurusan dan masyarakat pun mengecam lamanya 
proses pembuatan KK dan KTP. 
 
2.  Faktor Budaya 
Baik kalangan pejabat maupun masyarakat penggandaan KTP dipandang 
sebagai proses administrasi yang lumrah untuk di lakukan yang kemudian 
memicu munculnya pungtan illegal yang di pandang sebagai uang 
administrasi dari masyarakat yang memerlukan pelayanan. Perilaku 
tersebut dianggap sebagai tindakan korupsi dalam n persepektif hukum, 
namun diterima masyarakat sebagai suatu yang normal dan wajar sebagai 
ucapan terimakasih.  
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Selain itu penggandaan KTP menjadi salah satu faktor penghambat 
dikarenakan pada saat pelaporan pertanggungjawaban dibuat oleh 
ipetugas akan memperlambat dan mempersulit proses input data. 
Budaya penggandaan dan pungutan illegal tersebut akan semakin 
menjadi-jadi ketika system yang memberikan persyaratan administrasi 
yang memicu penggandaan ktp, kemudian memicu keterpaksaan warga 
dan  adanya proses pembiaran dari pemerintah, transaksi tersebut akan 
dilakukan secara informal dan menjadi bagian budaya tahu sama tahu 
antara masyarakat dan pemerintah. 
 
3. Faktor   Kesadaran Masyarakat 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyedia layanan 
selalu berupaya memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat 
pengguna layanan. Namun hal itu masih kurang mendapat perhatian dari 
masyarakat karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan 
pentingnya pembuatan KK dan KTP secara langsung sebagai tertib 
administrasi kependudukan. Kebanyakan masyarakat lebih memilih jasa 
calo dari pada mengurus sendiri karena tidak mau repot dalam 
pengurusan. Padahal dalam pengurusan pemerintah saat ini telah 
mengupayakan agar tidak mempersulit masyarakat. Dan sifat apatis 
sebagian masyarakat inilah yang kemudian menjadi penyebab 
ketidaktahuan tentang bagaimana prosedur pengurusan ktp dan kk. Hal 
tersebut bisa kita lihat dari hasil wawancara penulis yang menyatakan 
bahwa: 
 
“ Kalau kita yang mengurus sendiri sulit, banyak yang mesti disediakan, 
belum lagi dioper sana sini di dinas apalagi kalau mengurus Akta 
Kelahiran yang lewat batas waktu harus ada proses sidang dulu, walau 
pun gratis tapi sama saja kalau kita pakai jasa calo, kita tinggal terima 
beres ”. (Wawancara Bapak Isman pedagang, 10 April 2013)  
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Hasil wawancara diatas salah satu dari beberapa nara sumber yang 
memberikan keterangan bahwa jika mengurus sendiri itu repot dan 
dipersulit. Adapun yang agak dipersulit, itu dikenakan pada masyarakat 
yang tidak memiliki kelengkapan dokumen. Kurangnya perhatian dan 
pengetahuan masyarakat dalam pengurusan KK da KTP, sehingga 
mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa calo  untuk pengurusan 
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dengan membayar sejumlah 
dana agar cepat proses pengurusannya. Inilah masyarakat saat ini yang 
selalu hanya ingin terima beres tidak ingin merepotkan diri. Budaya terima 
beres ini mestinya dihilangkan agar masyarakat juga bisa aktif berperan 
dan berpartisipasi langsung dalam program atau pun kebijakan 
pemerintah. Dengan begitu peran masyarakat benar-benar tercipta dan 
terealisasikan untuk pembangunan khususnya daerah dan pada 
umumnya negara.  
 “  kalau kita yang urus sendiri jadinya lama, pertama bawa surat 
pengantar dari RT, lalu ke kelurahan, terus di bawa ke kecamatan, dari 
kecamatan baru ke catatan sipil, urusannya lama, rumit, mending pakai 
jasa calo, ada dari catatan sipil biasa yang tawarkan tinggal bayar, 
langsung jadi tidak repot kesana kemari, ongkos yang dikeluarkan juga 
beda  ”. (Wawancara Herlina honorer, 10 April 2013) 
 
Masyarakat lebih banyak yang  mengandalkan calo atau sistem tembak 
ketimbang mengikuti prosedur pelayanan yang telah berlaku, sehingga 
banyak masyarakat kurang tau bagaimana sebenarnya proses pembuatan 
kartu keluarga, kartu tanda pernduduk dan akta kelahiran itu dibuat 
menurut aturan yang berlaku. Mereka lebih memilih mengambil jalan 
instan dengan mebayar jasa calo pembuatan KK dan KTP. Kalau pun ada 
beberap orang yang mengerti  tapi mereka lebih senang memakai jasa 
calo ketimbang urus sendiri alasannya sederhana hanya karena tidak 
ingin repot dan pertimbangan biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu 
mahal.  
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. Secara umum kebanyakan masyarakat miskin terutama yang berada 
atau tinggal di pedesaan tidak memiliki KTP, disisi lain karena kesulitan 
ekonomi dan hambatan geografis dalam pembuatannya. Kurangnya 
kesadaran merupakan indikasi akan lemahnya kinerja pemerintah dalam 
mensosialisasikan akan pentingnya ktp, kk bagi status hukum 
kewarganegaraan seseorang. Sementara kesulitan ekonomi dan 
hambatan geografis, tampaknya tidak menjadi pertimbangan institusi 
pemerintah disegala level dalam menetapkan aturan dan prosedur untuk 
mengakses pembuatan dan kepemilikan terutama KTP. Kurangnya 
kesadaran masyarakat dalam kepemilikan khususnya KTP dapat dilihat 
dari tabel 1.2 
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Tabel 1.2                                                                                         
Pelayanan dokumen kependudukan penerbitan KTP, KK, dan Akta 
Kelahiran           Kabupaten Mamuju tahun 2011-2013 
No
. 
Skala 
Kabupaten 
Indikator SPM Tahun 
1. Pelayanan 
dokumen 
kependuduk
an 
1.Cakupan 
penerbitan KK 
 
2011 
 
2012 
 
2013 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1). Jml KK yg 
diterbitkan 
16.17
5 
 
117.305 
 
26.429 
 
2). Jml kepala 
keluarga 
103.2
47 
120.105 126.008 
2. Cakupan 
penerbitan KTP 
   
1). Jml KTP 
yang diterbitkan 
193.0
14 
214.990 150.640 
2). Jml 
penduduk wajib 
KTP 
321.8
34 
320.710 303.150 
   Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Mamuju 
            Ada pun jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP tahun 2011 
sekitar 193.014, tahun 2012 mencapai 214.990, dan tahun 2013 hanya 
sekitar 150.640. sedangkan yang belum memiliki KTP pada tahun 2011 
sekitar 128.820, tahun 2012 menurun menjadi 105.720, dan pada tahun 
2013 jumlah penduduk yang tidak memiliki KTP meningkat mencapai 
152.510. 
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4. Kurangnya Kedisiplinan pegawai 
Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dari perilaku pribadi atau 
kelompok berupa kepatuhan, ketaatan terhadap hukum dan norma yang 
berlaku dan dilaksanakan secara sadar dan ikhlas lahir batin. Dalam 
kehidupan sehari-hari dapat kita amati bahwa mereka yang berdisiplin 
tinggi, umumnya berprestasi lebih tinggi pula (Widjaja, 1990:28) 
Disiplin pegawai sangat penting peranannya dalam pengelolaan 
departemen secara keseluruhan. Berhasil tidaknya pembangunan di 
bidang pendidikan sebagian besar ditentukan oleh tingkat disiplin 
pegawainya. Makin disiplin pegawai, makin berhasil pula dalam 
mengemban misinya.” (Widjaja, 1990:156). 
Tingkat kedisiplinan yang tinggi bisa menciptakan konsistensi sikap dalam 
pemberian pelayanan yang efektif. Namun pada kenyataannya tingkat 
kedisiplinan pegawai masih kurang. Hal ini dibuktikan masih seringnya 
pegawai datang terlambat, sibuk urusan luar kantor pada saat jam kantor. 
Diharapkan semua pegawai memiliki konsistensi berdasarkan standar 
pelayanan yang berlaku. Sehingga  pengguna layanan akan merasa 
dihargai sebagai pengguna jasa layanan di kantor Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. 
Dalam upaya peningkatan pelayanan publik di kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju juga tidak lepas 
dari lingkungan organisasi yang baik dan mendukung. Lingkungan kerja 
yang aman, profesional dan kondusif adalah pemicu individu di dalamnya  
untuk selalu lebih produktif. Suatu organisasi akan berjalan efektif  apabila 
dijalankan dengan tingkat disiplin yang tinggi. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis 
menunjukkan bahwa pelayanan publik khususnya pelayanan Kartu 
Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada di Kantor 
Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten mamuju secara 
umum telah berjalan dengan cukup baik dengan berbagai kekurangan 
yang juga perlu diperbaiki. Secara keseluruhan dapat dilihat dari 3 (tiga) 
aspek observasi penelitian yang meliputi; Pelayanan administrasi 
kependudukan, Prosedur pelayanan, dan Manajemen pelayanan. 
Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pelayanan publik khususnya 
pelayanan KK dan KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Mamuju yaitu faktor pendukung antara lain; tersedianya 
anggaran yang memadai, Adanya komitmen pemerintah (Pemda) yang 
kuat dalam mendukung terlaksananya pelayanan yang baik, adanya 
Sumber Daya Manusia yang memadai, dan Kebijakan peraturan daerah 
sebagai acuan pelayanan publik. Faktor penghambat antara lain; 
Kurangnya sarana dan prasarana, Adanya kebiasaan masyarakat yang 
menggandakan KK dan KTP, penggunaan calo serta pungutan liar (Faktor 
budaya), Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KK dan 
KTP, dan Kurangnya kedisiplinan pegawai (Aparat). 
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5.2. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat 
memberikan saran sebagai berikut : 
1. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Mamuju perlu melakukan pembentukan budaya organisasi yang 
mendukung terwujudnya komitmen yang tinggi dari  aparatnya dalam 
pelaksanaan pelayanan publik. 
2. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pegawai aparat yang tidak 
disiplin dan pelanggaran lainnya. 
3. Pemberian insentif pada kinerja kepegawaian dalam hal ini 
berbentuk reward dan punishment ini penting agar kompetensi aparatur 
bisa di latih secara berkala. 
4. Keaktifan dalam bentuk pengawasan pelayanan kepada seluruh 
unit kerja pelayanan aparat di Dinas Capil. 
5. Pembinaan dan bimbingan tekhnis oleh seluruh Kepala SKPD  
Kabupaten mamuju secara berkesinambungan dalam upaya 
meningkatkan motivasi kerja petugas dan pengembangan sumber daya 
manusia pada tenaga pegawai. 
6. Peran serta masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui upaya 
prossmotif atau sosialisasi pentingnya kepemilikan KK dan KTP 
7. Kualitas Sumber daya manusia memang yang paling mendasar 
selain sarana dan prasarana  yang perlu terus ditingkatkan baik kualitas 
maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan daerah. 
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